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TENTANG .„„„,*PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAPEDOMAN l',s'1'INSTANSI pemerintah (SAKIP)
DI KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

Mengingat

v h„n Hihm raneka mewujudkan pemerintahan yang baik" d^ be^erto iSbas dari korupsi kolusi dan nepotismetka dt^kan pengembangan dan Vg^Jg^

gE£ r^a^ar=%iS^kedSfn
b. tanwaterdasarkan instruksi Presiden Nomor 7Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Pemenntah merupafcan
"L yang wajib digunakan oleh instansi pemenntah

ESTpuiat Lnpai daerah dalam memenuta ke„aJiban
unfuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
keoaRalan pelaksanaan misi organisasi;

c. bahwa proses penganggaran yang ferlataiselama, ini Mum
mengarah pada penerapan anggaran yang berbasis kinerja
Z^ntea oerlu disusun pedoman pelaksanaan SistemaA.* msta^si Pemerintah diKabupaten
Rote Ndao sebagai acuan dalam mengukur kinerja instansi
pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ***&*^*^^
dalam huruf a, huruf b, dan huruf Cpcrlu £ene^P*f"Peraturan Bupati Tentang Pedoman ?*£sa^^»^
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah di Kabupaten
Rote Ndao.

1.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pcnyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dan KorupsimL, dfn Nepotisme (Lembaran Negara RePubbk Indo^ua
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3551);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentangPembentukan labupaten Rote Ndao di Propmsij^Nuaa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

*

*/



Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemba^ian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran *mUUIlCSia ItUlUU Z.KJKJ I IIUUIUI <JZ>, ICUIIUCUICUI lA-mumuii -. .

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); V



7 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemenntah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem perlanggungjawaban secara periodik.

8 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan, program, sasaran dan
tujuan dan instansi Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran atau
pengeiola kegiatan.

9. Indikator Kenerja Utama selanjutnya di sebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote
Ndao.

11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP acla) ih instrumen yang digunakan Instansi Pemerintah
dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari
berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan
strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Rote Ndao.

13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP
yang disusun oleh masing-masing SKPD atau Pemerintah Kabupaten dan
disampaikan secara sistematis dan melembaga.

14. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen
yang bensikan rencana kinerja SKPD yang direncanakan untuk
dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

15. Penetapan Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah merupakan tekad
dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara
pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab
kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab
kinerja.

16. Pengukuran Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat PKK adalah
Pengukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan.

17. Pengukuran Pencapaian Sasaran yang selanjutnya PPS adalah pengukuran
untuk menilai pancapaian sasaran yang telah ditetapkan.

18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
dan rencana belanja progran dan kegiatan.

19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang telah
dipimpinnya.

20. Indikator Kinerja Penunjang adalah indikator lokal yang turut diukur dan
dinilai serta berpengaruh dan berkontribusi terhadap kinerja SKPD secara
umum.

21. Sistem Pengumpulan Data adalah cara, mekanisme, pola, alat dan strategi
yang dipakai untuk mengumpulkan atau mendapatkan data AKIP dan
LAKIP seluruh SKPD secara cepat, akurat dan yang dapat
dipertanggun gjawabkan.

22. Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat adalah
Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten «[ ,
Rote Ndao. V



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal2

Komponen SAKIP meliput.i :
a. perencanaan stratejik (RS);
b. perencanaan kinerja (RK/RKTj;
c. pengukuran kinerja (PKK dan PPS);
d. evaluasi kinerja; dan

pelaporan kinerja (LAKIP).e

BAB III

PELAKSANAAN SAKIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

m Kabunaten dan SKPD wajib menyusun dan memiliki komponen SAKIP.{^n^su^n^po:^ SAKW dilakukan dengan menggunakan format-
( format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati mi.

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan SAKIP maka setiap SKPD waj bm^ent^
Tim SAKIP SKPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD serta
wajib menyiapkan anggaran operasional untuk kegiatan Tim SAKIP SKPD

(2) Peny^suna" komponen SAKIP tmgkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim
SAKIP Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(31 Penvusunan komponen SAKIP tmgkat Kabupaten -sebagaimana dimaksud
( ' padaavat (2), berdasarkan pada komponen SAKIP SKPD yang dihimpun dan

ditenma oleh sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

Bagian Kedua
Perencanaan Stratejik

Pasal 5

mPerencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
( vans msm dicapai selama kurun waktu 1sampai 5tahun secara sistematis

ran^erkesfnambungan dengan memperhitungkan tugas pokok dan fungsi,
notensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul _

(2) Proses perencanaan stratejik menghasilkan dokumen rencana strategis (RS).
(3) Rencana strategis Instansi Pemerintah memuat komponen :

a. visi;

b. misi;
c. tujuan;

t. caramencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan fy
program.



Pasal 6

(1) Setiap SKPD (termasuk Kecamatan dan UPT/Unit Mandiri) wajib menyusun
rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RP.JMD) Kabupaten dan Tugas Pokok dan Fungsinya

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkah
awal yang dilakukan oleh setiap SKPD agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategis lol-al.

(3) Beniuk Formulir rencana strategis dan cara pengisiannya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
mi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kinerja

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 7

(1) Perencanaan Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja yang wajib
disusun oleh setiap SKPD sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD
melalui berbagai kegiatan tahunan.

(2) Perencanaan kinerja terdiri dari;
a. penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
b. penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK).

Paragraf 2
Penyusunan RKT

Pasal 8

(1) RKT SKPD Tahun benkutnya secara utuh wajib disusun oleh setiap SKPD
dan disampaikan ke Bupati melalui Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten paling
lama tanggal 1 Oktober tahun anggaran berjalan untuk kebutuhan
penyusunan RKT Kabupaten tahun berikutnya.

(2) RKT SKPD disusun berdasarkan Rencana kerja SKPD dengan berpedoman
pada Rencana Stratejik SKPD dan Dokumen - dokumen perencanaan
lainnya.

(3) RKT SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mformasi tentang
sasaran strategis yang ingin di capai dalam satu tahun kedepan, indikator
kinerja dari sasaran dan target yang ingin dicapai, program, kegiatan dan
kelompok indikator kinerja serta rencana tingkat capaiannya.

(4) Bentuk formulir RKT dan cara Pengisiannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati mi.

Pasal 9

RKT SKPD selanjutnya di jadikan sebagai rujukan dalam penyusunan RKA .
SKPD dengan alur sebagai berikut : *
a. Indikator Kinerja sasaran pada RKT SKPD diturunkan menjadi Tolok ukur JJ

kinerja hasil pada RKA SKPD;



b. Target pada sasaran RKT SKPD diturunkan menjadi target kinerja hasil pada
RKA SKPD; n„ip,n OutCornel pada RKT SKPDC" ri-iS/S1uJ^L^ukTLuaran dan hasi, pada
KKA , dan ,,(rnhn RKT SKPD diturunkan menjadi targetd. Target (rencana capaian) kegiatan kki ^
kinerja masukan, keluaran hasil pada RKA.

Paragraf 3
Penetapan IKU

Pasal 10

i i m-^inp masine SKPD berdasarkan Rencana^StratejTsKp" ^mip^n^ lupati me.a.ui Sekretariat Tim
SAKIP Kabupaten . untuk jangka waktu

(2) f^.t=^^ BV, dan
Wadul Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupatr

(3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat .
a. Sasaran Strategis;
b. Uraian IKU dan target capaian ;
c. Program utama ; dan
d. Alasan Pemilihan IKU. memuat komponen lokal

141^t^r1^^ «-* —
SKPD yang mehputi : nnprah bagi SKPD yang memiliki targeta. Realisasi Pendapatan Ash Daerah bagi btu-u yd g

Pendapatan Asli Daerah ;̂ lanoSUne tahun berjalan dari setiap
b. Realisasi penyerapan dana bclanja iangsung icu j

,5, BentufFormuHr IKU dan cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalam
11 Lampiran HI yang tidak terpisahkan dar, Peraturan Bupat, in,.

Paragraf 4
Penyusunan Penetapan Kinerja

Pasal 11

(1)PK SKPD merupakan Kontrak <^^^^^A"^^
miTlKmXrupakan ik.isar kinerja dari RKT SKPD yang telah ditetapkan
' ' dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan memuat :

a. Pernyataan PK ;
b. Lampiran yang berisi :

1.Program - program utama;

3 fndSr kinerja out put dan rencana tmgkat capaiannya;
4 Indikator Kinerja out come dan rencana tmgkat capaiannya; dan
5. Anggaran untuk setiap program utama.

if



Pasal 12

Tujuan PK SKPD adalah :
a. mendorong komitmcn penjabat atau penerima amanah/pengemban tugas

untuk meningkatkan kinerjanya ; dan
b menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan pengukuran

kinerja aparatur untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi* (SKPD /Unit kerja mandiri) sekaligus sebagai
dasar pcmberian penghargaan atau sanksi.

Pasal 13

(1) PK SKPD disusun sesuai dokumen pelaksanaan anggaran SKPD ditetapkan
dan disampaikan kepada Sekretariat Tim SAKIP kabupaten setiap awal tahun
anggaran berjalan.

(2) PK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati
clan musing-masing pimpinan SKPD bersamaan pada saat penyerahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau maksimal tanggal 31 Maret tahun
berjalan.

(3) Bentuk formulir PK SKPD dan cara pengisiannya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

(1) Pengukuran Kinerja merupakan proses penilaian keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran ^dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

(2) Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahap :
a. pengumpulan data kinerja;
b. pengukuran kinerja kegiatan (PKK); dan
c. pengukuran pencapaian sasaran (PPS).

(3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diukur
oleh Tim SAKIP masing-masing SKPD.

Paragraf 2
Pengumpulan Data Kinerja

. Pasal 15

(1) Dalam rangka pengi kuran kinerja SKPD, maka harus di lakukan
pengumpulan data kinerja SKPD guna mendapatkan data kinerja yang
akurat, lengkap, tepat dan konsisten.

(2) Data kinerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
a. Capaian indikator input,output dan outcome dari masing-masing kegiatan

dan sasaran ;
b. Realisasi target pendapatan asli daerah; dan ^ /
c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapain target. »v

*,



Pasal 16

Pengumpulan data kinerja SKPD sebagaimana d, maksud dalam pasa. 15
j , i i i >h .im qAk'lP SKPD dengan mekanisme sebagai benkut ,

p,PmP,nanPSKPD/un1( kerja mandiri pada -"aP-mester atau akhir tahun
L tenibusannva di san paikan kepada tim SAKIP SKPD.h In sXTaTmana d, maksud pada huruf a berisi realisasi penyerapan
danadarisetlfp kegiatan serta tingkat pencapaian target output dan outcome

c TnfIak£" Spd tenglnmpun semua data dan laporan yang masuk

e Untuk kesempurraan LAKIP SKPD tim SAKIP SKPD dapat mengambil data
" yaarfbei^Pdari luar instansi tersebut, baik data P^J^^^pdaksana yang relevan dan selaras dengan program, kegiatan dan sasaran

SKPD maupun data sekunder.

Paragraf 3
PKK SKPD dan PPS SKPD

Pasal 17

mPKK SKPD disusun pada akhir tahun anggaran untuk mengukur tingkat(^pLcapafan target dan masing-masing kelompok indikator kmerja kegiatan
12) P^sl^^s^i^^ada data hasil PKK SKPD yang telah melalui
(^nt^unT^ — PKKt-^() formulir PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati mi.

Pasal 18

PKK SKPD dan PPS SKPD disampaikan kepada Bupati melalui Tim SAKIP
tobupatcn akhir tahun anggaran untuk diolah menjadi LAKIP kabupaten.

Bagian Kelima
Evaluasi Kinerja Internal

Pasal 19

m Evaluasi kmerja Internal merupakan suatu proses penilaian yang sistematis
( dllani tUkungan SKPD/umt kerja mandiri terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan internal Instansi untuk mengetahui hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan.

(2) EvahiasikLerja internal bertujuan untuk mengetahui pencapaian target dan(2) mamg masm kegiatan, kemajuan dan kendalai yang dijumpai dalam^gka
pencapaian sasaran agar dimlai dan dipelajan guna perbaikan
nplaksanaan/kesiatan dimasa yang akan datang. C,,3) Evaluasi ktnerja internal dilakukan secara pericdik triwulan. semesteran dan J
tahunan.



Pasal 20

(1) Hasil cvaluas, kinerja internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat
(3) yang dilaporkan" secara tertulis kepada pimpinan unit kerja melalui Tim
SAKIP SKPD. , #i_. Q&t,TDQK.pn(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim SAKIP SKPD
mengunclang unsur pimpinan. dan staf SKPD untuk mengadakan rapat
evaluasi kmerja internal.

(3) Hasil evaluasi kmerja internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat I(2)
diatas dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Tim SAKIP
kabupaten.

Pasal 21

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) akan
disampaikan kepada penila, kmerja SKPD yang dibentuk oleh Bupati untuk
melakukan penilaian clan pengujian.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja (LAKIP)

Pasal 22

(1) Setiap SKPD/umt kerja mandiri wajib menyusun dan menyampaikan LAKIP
secara tertulis kepada Bupati dan Sekretariat Tim SAKIP kabupaten paling
lama clua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Penyusunan LAKIP SKPD menggunakan format penyusunan LAKH
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dan
peraturan Bupati ini.

BAB IV

Evaluasi Kmerja clan Penilaian Akuntabilitas Kinerja SKPD

Pasal 23

(1) Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat
keberhasilan dan kegagalan suatu SKPD atau unit kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP pada masing-

masing SKPD
b. Menilai akuntabilitas kinerja SKPD; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kerja dan penguatan

akuntabilitas SKPD.
(3) Penilaian Kmerja adalah pemberian bobot nilai hasil kerja SKPD berdasarkan

target diperjanjikan dan ditetapkan SKPD.
(4) Evaluasi dan penilaian dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
(5) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau lembaga

membidangi/mengkoordinir pelaksanaan SAKIP dan atau Tim yang dibentuk .
oleh Bupati. »/



Pasal 24

(1) Komponen dan bobot penilaian bagi SKPD yang mengelola Pendapatan Asli
Daerah adalah sebagai b°nkut :
a. perencanaan kinerja 30%;
b. pengukuran Kinerja 20%;
c. pelaporan kinerja 15%;
d. evaluasi kinerja 10%;
e. pencapaian sasaran/kinerja SKPD 15%;
f realisasi pendapatan asli daerah 5%; dan

,2) ^enTn'IX" £— bag, SKPD yang t.dak mengeida Pendapatan
Asli Daerah adalah sebagai benkut :
a. perencanaan kmerja 35%;
b. pengukuran kinerja 20%;
c. pelaporan kinerja 15%;
d. evaluasi kinerja 10%;
e pencapaian sasaran/kinerja SKPD 15%; dan

,3, Cai'̂ huiSm "^.anana5Tercantum dalam Lampiran VI yang tidak
dari terpisahkan Peraturan Bupati mi.

Pasal 25

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari
0 sampai dengan 100 yang terdin dan 6 kategon penilaian :
a Kategori AA nilai >85 sampai 100 mterpretasi memuaskan;
b Kategori Anilai >75 sampai 85 mterpretasi sangat baik;
c' Katego Bnilai >65 sampai 75 mterpretasi baik, perlu sedikit perbaikan;
d. Sri CC nilai >50 sampai 65 mterpretasi cukup baik (memadai), perlu

hanvak nerubahan yang tidak mendasar;Katlgor'c nilai >30"sampai 50 mterpretasi agak kurang, perlu banyak
perbaikan termasuk perbaikan yang mendasar; dan ^

f Kategori D nilai 0 sampai 30 interpretasi kurang, perlu banyak sekali
perbaikan perubahan yang sangat mendasar.

e.

BABV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 26

(1) Penghargaan dapat dibenkan kepada SKPD yang memperoleh nilai kategon
CC, B, A dan AA.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a Ucapan tenma kasih untuk kategori CC;
b Piagam penghargaan untuk kategori Bdan A; dan
c Pemberian stimulan dana untuk kategori AA. X-

V



Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 27

(1) Sanksi dibenkan kepada SKPD yang memperoleh kategori Ddan C
(2) Sanksi sabagaimana dimaksud-pada ayat (1) berupa :

a. Surat peringatan untuk kategori C; dan
b. Surat teguran untuk kategori D.

(3) Penerapan sanksi sesuai ketentuan pasal 10 ayat (10) Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil dapat diberikan
kepada ptmpinan SKPD yang memperoleh kategori D.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapka n di Ba'a
^Pad^ta.
Zbufath)

jal 5 Januar

>TE NDAO,]

M^ LEONARD HANING

.2012

Diundangkan di Ba'a
Pad^FfSRggal 5 Januari 201 2 .
SEld&XAKlS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,/

\*^GlJ^TINUS ORAGERU

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2011 NOMOR 0103

A/



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 JANUARI2012

RENCANA STRATEGIS

A. KOMPONEN RENCANA STRATEGIS
Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/berisi visi, misi,

tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana
instansi pemenntah hams dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi
adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemenntah.

Rumusan visi hendaknya: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai
sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c)
mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang
Srdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa
depan sehmgga segenap jajaran hams berperan dalam mendefmisikan dan
tmbentukggmasf depan orgamsasmya; (e) mampu mcnumbuhkito
komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (I) mampu
menjamin kesmambungan kepemimpinan organisasi.

Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu: (a) menarik komitmen
dan mcnggerakkan orang; (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota
organisast (c) menciptakan standar keunggulan; dan (d) menjembatam
keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi
sehmgga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu
mengarahkan clan rnenggerakkan segala surnber daya mstansi.

Misi

Misi adalah sesuatu yang bams diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemenntah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan
pernyataan mis, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentmgan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi pemenntah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu mstansi hams jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi
pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan
teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Pemmusan misi mstansi
pemerintah hams memperhatikan masukan pihak-pihak yang
berkepentmgan' (stakeholders), dan memberikan peluang untuk
oerubaban/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan
strategis Rumusan misi hendaknya mampu: (a) melingkup semua pesan
vane terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang
akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan
dilayam oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai
masukan dari stakeholders.








































